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PENETAPAN
Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Pdn

2 IEPATE ]
sl
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:
Arif Wicaksono bin Sulaiman, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan
SMK, Pekerjaan Petani, Tempat tinggal di Dusun IV
Sirandorung, Desa Simpang Il Laebingke,
Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli
Tengah, sebagai Pemohon I;
Amel Resderinta Berutu binti Jimmen Berutu, umur 26 tahun, agama Islam,
Pendidikan SMA, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal
di Dusun IV Sirandorung, Desa Simpang Il
Laebingke, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten
Tapanuli Tengah, sebagai Pemohon II:

Pemohon | dan Pemohon Il selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.
DUDUK PERKARA
Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01
November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan
pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 111/Pdt.P/2021/PA.Pdn,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 25 Maret
2018;
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2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon | berstatus jejaka dala
usia 24 Tahun Dan Pemohon Il berstatus perawan pada usia 25 tahun;

3. Bahwa pernikahan kedua pihak dilangsungkan dengan berwali hakim
yaitu Jumhari dan dihadiri oleh banyak masyarakat serta dua orang saksi
nikah, saksi | bernama Daryadi Dan saksi Il bernama Sulis dengan mahar
berupa Cincin Emas satu emas;

4. Bahwa antara kedua pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian
kerabat semenda dan pertalian sesususan serta memenuhi syarat dan tidak
ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan
hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan para pemohon hidup rukun sebagai suami
istri (Ba'da Dukhul) dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Alya
Dewina, lahir di Sirandorung tanggal 25 Juli 2019;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan para pemohon dan sampai saat ini
pemohon masih beragama Islam;

7. Bahwa sampai saat ini pernikahan pemohon tidak pernah tercatat di
kantor urusan agama setempat dan belum memiliki buku nikah, hal ini
disebabkan; Para pemohon tidak memiliki biaya untuk kelengkapan
pengurusan Akta Nikah, untuk mendaftarkan pernikahan para pemohon
kepada KUA yang berwenang;

8. Bahwa para pemohon mengajukan permohonan ini kepada majlis hakim
untuk menyatakan sahnya perkawinan antara pemohon | dengan pemohon
Il yang terjadi pada tanggal 25 Maret 2018 di Taman Kajang Putra 43000
Kajang, Selangor, Malaysia;

9. Bahwa para pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan dalil-dalil atas pemohon | dan Pemohon I
memohon agar ketua Pengadilan Agama Pandan segera memeriksa dan
mengadili perkara ini. Selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya
berbunyi sebagai berikut:

1. Megabulkan permohonan Pemohon | dan Pemohon II;
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2. Mengeluarkan putusan Sidang Isbat kepada Pemohon | dan Pemohon Ii;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon |
dan Pemohon Il dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;
Bahwa atas perintah Ketua Majelis sebelum persidangan, Jurusita
Pengadilan  Agama Pandan telah mengumumkan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut selama 14 (empat belas) hari sejak hari
sidang ditetapkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama
Pandan, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan
untuk mengajukan keberatan kepada kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan,
namun selama masa tenggang waktu yang ditentukan tersebut habis tidak ada
satu pun pihak lain yang keberatan atas permohonan a quo ke Pengadilan
Agama Pandan, sehingga perkara ini mempunyai alasan hukum untuk
dilanjutkan dan dilakukan panggilan persidangan perkara ini;
Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis,
Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pandan telah memanggil para Pemohon
untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan, atas pemanggilan

tersebut para Pemohon hadir secara in person di persidangan;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon
telah hadir sendiri (in persoon) di depan persidangan, lalu dibacakan
permohonan Para Pemohon, yang isinya dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Para Pemohon dengan perubahan sebagai berikut:

1.Bahwa yang benar Pemohon Il masuk islam pada tanggal 1 Maret 2018 di
KUA Kecamatan Sirandorung yang dituntun oleh bapak Sujianto;

2. Bahwa ayah Pemohon Il masih hidup pada saat pernikahan Pemohon |
dan Pemohon I, akan tetapi masih beragama Kristen;

3. Bahwa Pemohon Il tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam,
sehingga dinikahkan oleh seorang tokoh masyarakat yang bernama

Jumbhari;
Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, para Pemohon telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:
1. Bukti surat:
1.1.Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon | Arif
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Wicaksono Nomor 470/400/2021 tertanggal 31 Oktober 2021, yang
dikeluarkan oleh Kepala Desa Simpang Ill lae Bingke kecamatan
Sirandorung Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah
diperiksa keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode
bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
1.2.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Il atas nama Amel
Rederinta Berutu NIK 1110110506950001 tertanggal 11-11-2020,
yang dikeluarkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa
keabsahannya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.2),
tanggal dan paraf Ketua Majelis;
1.3.Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam Pemohon Il atas
nama Amel Rederinta Berutu Nomor B-
338/KUA.02.08.10/BA.02/X11/2018 tertanggal 11-11-2020, yang
dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Sirandorung Kabupaten
Tapanuli Tengah, bukti surat tersebut telah diperiksa keabsahannya
oleh Majelis Hakim, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi:

2.1.Mahril Hasugian bin Jansen Hasugian, di bawah sumpahnya

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah abang sepupu Pemohon lI;

- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami-istri
yang saksi ketahui dari keterangan keluarga besar Pemohon Il;

- Bahwa Pemohon II masuk islam sekitar 2 minggu sebelum
Pemohon Il menikah dengan Pemohon |, yaitu pada awal maret
2018;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon Il masuk islam tersebut;

- Bahwa ayah kandung pemohon Il masih beragama Kristen pada
saat Pemohon Il menikah dengan Pemohon II;
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- Bahwa tidak hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il
menikah, sehingga tidak mengetahui prosesi pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Malaysia;

- Bahwa keluarga Pemohon Il tidak ada yang menghadiri pernikahan

tersebut, karena terkendala masalah passport;
- Bahwa Pemohon | tidak mempunyai istri lain selain Pemohon Il dan

Pemohon Il tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus
buku nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak
para pemohon;

2.2.Rosmauli Barutu binti Jaga Barutu, di bawah sumpahnya
memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon;

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Pemohon II;

- Bahwa hubungan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah suami-istri
yang saksi ketahui dari keterangan keluarga besar Pemohon II;

- Bahwa Pemohon II masuk islam sekitar 2 minggu sebelum
Pemohon Il menikah dengan Pemohon I, yaitu pada awal maret
2018;

- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Pemohon Il masuk islam
tersebut, namun suami saksi hadir;

- Bahwa ayah kandung pemohon Il masih beragama Kristen pada
saat Pemohon Il menikah dengan Pemohon II;
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- Bahwa tidak hadir sewaktu Pemohon | dengan Pemohon Il
menikah, sehingga tidak mengetahui prosesi pernikahan tersebut;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il menikah di Malaysia;

- Bahwa keluarga Pemohon Il tidak ada yang menghadiri pernikahan

tersebut, karena terkendala masalah passport;
- Bahwa Pemohon | tidak mempunyai istri lain selain Pemohon Il dan

Pemohon Il tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;

- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah,
semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk
menikah;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang
keberatan atas pernikahan Pemohon | dengan Pemohon lI;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai,
keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama islam;

- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon | dengan Pemohon Il
telah dikaruniai 1 orang anak;

- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus
buku nikah untuk keperluan pengurusan akta kelahiran anak-anak
para pemohon;

Bahwa, selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan
sesuatu apapun dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala
hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon
pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal
49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor
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7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf
[c dan e] Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Hakim menilai permohonan Para
Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkan
pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pandan dalam tenggang waktu
14 (empat belas) hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Ketua
Mahkamah Agung Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakukan Buku
Il Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi tahun
2013, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap

permohonan tersebut, karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan
patut, telah menghadap sendiri di persidangan sesuai ketentuan Pasal 55
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009
Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang
Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan pada pokoknya telah
melangsungkan pernikahan menurut agama Islam tanggal 25 Maret 2018 di
Taman Kajang Putra 43000 Kajang, Selangor, Malaysia, dengan wali nikah
seorang tokoh masyarakat (bertahkim) yang bernama Jumbhari, karena
Pemohon Il adalah seorang muallaf, dan tidak memiliki wali nikah yang
beragama Islam dan dihadiri oleh banyak masyarakat serta dua orang saksi
nikah, saksi | bernama Daryadi Dan saksi Il bernama Sulis dengan mahar
berupa Cincin Emas satu emas dibayar tunai, serta terjadi ijab gabul antara
Pemohon | dengan wali nikah Pemohon Il, pada saat Pernikahan tersebut
Pemohon | berstatus jejeka dan Pemohon |l berstatus perawan, antara
keduanya tidak ada hubungan sepersusuan, pertalian nasab atau lainnya yang
dapat menghalangi pernikahan, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami
istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak, sampai sekarang masih tetap beragama
Islam dan tidak pernah bercerai, untuk kepentingan pengurusan Akta Nikah
Para Pemohon;

Menimbang, oleh karena itu permohonan penetapan Pengesahan

Perkawinan yang diajukan Para Pemohon tersebut mempunyai kepentingan
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hukum (legal standing), maka patut dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut
sesuai ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

tentang Peradilan Agama;
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,

para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.3
yang berupa Asli surat dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, maka alat-
alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki
kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan
Domisili), terbukti bahwa Pemohon | berdomisili di Dusun IV Sirandorung, Desa
Simpang Il Laebingke, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 (Fotokopi Kartu Tanda
Penduduk), terbukti bahwa Pemohon Il berdomisili di Dusun IV Sirandorung,
Desa Simpang Il Laebingke, Kecamatan Sirandorung, Kabupaten Tapanuli
Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Fotokopi Pernyataan
Memeluk Agama Islam) terbukti bahwa Pemohon Il telah masuk islam sejak 01
Maret 2018;

Menimbang, bahwa untuk selain bukti surat, para Pemohon mengajukan
alat bukti berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang tidak hadir dan tidak
menyaksikan langsung prosesi pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 Para Pemohon di atas
dalam konsep hukum Islam disebut dengan kesaksian Istifadhah, hal ini
sebagaimana dimaksud dengan doktrin yang terdapat dalam Kitab Nizamu al
Qadha” fi al Syari‘ati al Islamiyah, him. 174, yang diambil alih sebagai
pendapat Majelis Hakim, menyebutkan:

w aiwlg Yl @ o alai s sl doleiwYl aolsy b dalid] ple siwo 055 289

Artinya: Terkadang pengetahuan saksi itu berdasarkan Istifadhah yaitu
pengetahuan saksi berdasarkan berita yang berkembang dan telah
diyakini;
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Menimbang, bahwa menurut Dr. Wahbah Zuhaili di dalam bukunya A/l
Figh Al Islami, Juz VII, him. 696, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis
Hakim, kesaksian tersebut disebut al Syahadah bi Tasamu’ li Itsbati al Nasbi (
cowd] oY golwidl 8olguidl), artinya kesaksian berdasarkan berita untuk
menetapkan garis keturunan, dan yang dimaksud dengan al Tasaamu’ adalah
kesaksian berdasarkan berita yang telah berkembang ditengah-tengah
masyarakat;
vl w8 lgii]g sl duo laiuw] 2o Ll
Menimbang, bahwa terhadap kesaksian Istifadhah dan Tasaamu’
berdasarkan doktrin Hanabilah dan yang sependapat dengannya, sebagaimana
terdapat dalam Nizamu al Qadha’ fi al Syariati al Islamiyah, him. 175,
menyebutkan:
Gllooll dlolly Ul (Je aolaiwIl solgsid] jox pgidly oy ablixdl aiwd
&Yolly e¥slly $islly woolly ad aony adslly
Artinya: menurut golongan Hanabilah dan yang sependapat dengannya
membolehkan  kesaksian Istifadhah dalam hal perkawinan,
kepemilikan, wakaf dan penggunaannya, kematian, membebaskan
perbudakan dan perwalian;
dan menurut doktrin Imam Abu Hanifah yang terdapat dalam kitab al Figh al
Islami, Juz VII, him. 697:
Sl 8 Y aolaiwYl solguidl Juis Y iJlw alll an>, danzel elo¥l Jlg
wgallg
Artinya: Imam Abu Hanifah berpendapat Kesaksian Istifadhah dapat
diterima dalam hal perkawinan dan kematian;
Selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis

Hakim;

Menimbang, bahwa meskipun saksi 2 Para Pemohon tidak mengetahui
secara langsung prosesi akad nikah yang dilakukan oleh Pemohon | dan
Pemohon II, akan tetapi saksi tahu setelah pernikahan tersebut hingga
sekarang tidak ada orang yang menggangu gugatan terhadap mereka, dan
hingga kini mereka tetap mempertahankan perkawinannya dengan tidak pernah

bercerai atau murtad, maka dengan mendasarkan kepada doktrin-doktrin
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tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat kesaksian saksi kedua harus
dianggap telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal
308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa sehubungan keterangan kedua orang saksi Para
Pemohon telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan
keterangan saksi-saksi tersebut juga saling bersesuaian satu sama lain
sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi 1 dan saksi 2

dapat dijadikan dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon, yang
dikuatkan dengan alat bukti, maka telah ditemukan fakta-fakta Hukum sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon | dengn Pemohon Il telah menikah secara agama Islam
pada tanggal 25 Maret 2018 di Taman Kajang Putra 43000 Kajang,
Selangor, Malaysia, dengan wali nikah seorang tokoh masyarakat
(bertahkim) yang bernama Jumbhari, karena Pemohon Il adalah seorang
muallaf, dan tidak memiliki wali nikah yang beragama Islam dan dihadiri
oleh banyak masyarakat serta dua orang saksi nikah, saksi | bernama
Daryadi Dan saksi Il bernama Sulis dengan mahar berupa Cincin Emas
satu emas dibayar tunai, serta terjadi ijab gabul antara Pemohon | dengan
wali nikah Pemohon II,

2. Bahwa Pemohon Il telah masuk Islam sebelum menikah dengan
Pemohon I;

3. Bahwa pada saat Pernikahan tersebut Pemohon | berstatus jejeka dan
Pemohon Il berstatus perawan;

4. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat
semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada
larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum
Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa antara Para Pemohon tersebut tidak ada hubungan mahrom,
bukan saudara sepersusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan
baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta tidak terikat oleh suatu
perkawinan dan atau tidak dalam masa iddah orang lain;
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6. Bahwa sampai perkara ini disidangkan tidak ada pihak yang
keberatan terhadap pernikahan Pemohon | dan Pemohon II;

7. Bahwa keduanya telah dikaruniai 1 orang anak, sampai sekarang masih
tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai;

8. Bahwa tujuan Itsbat nikah para Pemohon adalah untuk kepentingan
pengurusan Akta Nikah Para Pemohon, dan kepentingan administrasi
lainnya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di
atas, terbukti bahwa perkawinan Pemohon | dengan Pemohon Il tersebut
telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1)
dan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang
Perkawinan serta Bab IV Kompilasi Hukum Islam. Selain itu tidak ada larangan
perkawinan (mawaani’ al-nikah) sesuai ketentuan Pasal 8 sampai dengan Pasal
11 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
dan Bab VI Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tersebut tidak termasuk
pernikahan yang diancam dengan pembatalan, atau dapat dibatalkan

sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam;
Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah

bersesuaian dengan keterangan dua orang saksi yang mengahadiri secara
langsung dan pengetahuan umum di tempat tinggalnya dan hingga saat ini
tidak ada seorangpun yang mengingkari perkawinannya tersebut. Hal ini telah
sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam Syekh Abdul Wahhab Khalaf
dalam kitab Ushulul Figh halaman 910, yang kemudian diambil alih sebagai

pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Ju> @ et ol phole azg 3l aguis OW9 a25) &S Iy0 o -
ls Lgul ole
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Artinya: Barang siapa yang mengetahui bahwa sesorang perempuan itu
sebagai isteri seorang laki-laki, maka dinyatakan tetap sebagai suami
isteri selama tidak ada bukti yang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon Il yakni
seorang tokoh masyarakat yang bukan wali nasabnya, karena Pemohon Il
seorang muallaf dan tidak memiliki wali nasab yang beragama Islam, serta
wali nikah Pemohon Il bukan juga seorang wali hakim sebagaimana dalam
peraturan perundang-undangan untuk itu Majelis hakim memberikan
pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bagi wanita yang tidak memiliki wali nasab untuk
menikahkannya dengan calon suaminya, maka penguasa (pemerintah) yang
dapat menggantikan kedudukan wali nasab wanita tersebut dalam
kewenangannya menikahkan wanita tersebut dengan calon suaminya,
sebagaimana hadits Nabi riwayat Ibnu Hibban dari Aisyah R.A yang artinya
sebagai berikut: Penguasa (Pemerintah) adalah wali bagi orang yang tidak
memiliki wali;

Menimbang, bahwa pemerintah dalam hadits tersebut di atas, dalam
konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, dijabat oleh Kepala KUA
Kecamatan/PPN LN, Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Ayat (2)
Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang
Pencatatan Pernikahan;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan yang bertindak sebagai wali
nikah Pemohon Il adalah bukan Kepala KUA Kecamatan Setempat
sebagaimana ketentuan Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik
Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan Majelis perlu
mempertimbangkan beberapa aspek yang menjadi sebab hal tersebut terjadi,
antara lain;

1. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan masyarakat sekitar, bahwa
pengurusan pernikahan dipasrahkan kepada tokoh agama seperti ulama
atau ustadz;

2. Bahwa, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat untuk menunjuk
orang yang dianggap memiliki ilmu pengetahuan di bidang agama yang
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cukup, untuk menjadi wali nikah seorang wanita yang tidak memiliki wali
nasab;
3. Bahwa, adanya tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat
yang minim tentang masalah perwalian dalam pernikahan;
Menimbang, bahwa tentang masalah ini Majelis Hakim mengemukakan
doktrin Hukum Islam dalam kitab Nihaayat Al- Muhtaaj Li Syarh al-Minhaaj juz 6
halaman 223 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yang menjelaskan
tentang Wali Muhakkam sebagai berikut: “Jika seorang perempuan tidak
mempunyai wali (nasab), sebagian Ulama Syafilyah berpendapat bahwa
diperbolehkan bagi seorang perempuan bersama calon suaminya
menyerahkan urusannya (perwaliannya) kepada seorang laki-laki mujtahid
yang adil, agar mujtahid tersebut menikahkan perempuan itu dengan calon
suaminya, karena mujtahid tersebut adalah muhakkam (orang yang
dipersamakan dengan hakim) dan muhakkam kedudukannya seperti hakim.
Begitu pula bila perempuan tersebut menyerahkan kepada seorang laki-laki
yang adil maka menurut pendapat yang mukhtar (terpilih) adalah sah,
meskipun ia belum mencapai derajat mujtahid karena terdapat suatu
kepentingan yang mendesak. Kebolehan (wali muhakkam) tersebut tidak hanya
diperuntukkan untuk kondisi tiadanya wali hakim bahkan meskipun terdapat
wali hakim pun baik dalam perjalanan atau ditempat tetap diperbolehkan”;
Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin di atas dapat disimpulkan
bahwa wali muhakkam dapat terjadi apabila:
- Tidak adanya wali nasab yang dapat menikahkan wanita dengan calon
suaminya,;
- Adanya unsur kepentingan mendesak dalam pelaksanannya;
Menimbang, bahwa dari yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim
berpendapat bahwa penunjukan wali oleh Pemohon Il disetujui oleh Pemohon |
sebagai wali nikah Pemohon Il, yang dianggap mempunyai pengetahuan yang
cukup tentang agama Islam adalah sah, karena telah memenuhi dua unsur di
atas yaitu tidak ada wali nasab Pemohon Il yang dapat menikahkannya dengan
Pemohon |, ditambah lagi adanya kebiasaan masyarakat menunjuk tokoh
agama setempat untuk menikahkan bila tidak wanita tidak memiliki wali nikah,
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kondisi yang demikian dapat dikategorikan sebagai suatu bentuk kepentingan
yang mendesak;

Menimbang, bahwa Pemohon Il adalah seorang muallaf, oleh
karenanya menjaga Pemohon Il agar tidak kembali ke agama semula jauh lebih
utama dan sesuai dengan maqoshidu al-syar’i, yakni menjaga agama (hifzhud
diin);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Para Pemohon tidak diisbatkan
akan mengakibatkan mereka terjerumus ke dalam kesulitan yang
berkepanjangan, in cassu Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan
mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik
Indonesia;

Menimbang, bahwa Hakim menganggap perlu untuk mengemukakan
kaidah fighiyyah yang dijelaskan oleh Abdul Muhsin bin Abdillah Az-Zamil dalam
Kitab Syarh Al-Qawa’id As-Sa'diyyah (Riyadh: Dar Athlas, 2001) halaman 204,
sebagai berikut:

Lgte i3 238 L 155 1)y e (61 38 LGN R 15 13)
Artinya: Apabila terdapat beberapa maslahat maka yang diutamakan adalah

maslahat yang lebih besar, dan apabila terdapat beberapa mafsadat
maka yang diutamakan adalah mafsadat yang lebih kecil,

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukan fakta bahwa perkawinan
Pemohon | dengan Pemohon Il telah memenuhi ketentuan hukum Islam,
berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 64 Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 4 Kompilasi Hukum
Islam, maka permohonan Para Pemohon agar perkawinan mereka yang
dilaksanakan pada tanggal 25 Maret 2018 di Taman Kajang Putra 43000
Kajang, Selangor, Malaysia, ditetapkan keabsahannya, patut diterima dan
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan tersebut tidak tercatat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
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Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak
mempunyai kekuatan hukum, berdasarkan keterangan dua saksi tersebut di
atas bukan kesengajaan Para Pemohon untuk tidak mencatatkan
pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah, sehingga Majelis Hakim
berpendapat bahwa keadaan tersebut bukanlah perlawanan terhadap
ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, hanya kelalaian karena
ketidaktahuan mengenai ketentuan pencatatan perkawinan tersebut dan
ketidaksanggupan para pemohon terkait dengan biaya pencatatan pernikahan,
sehingga untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 jo Pasal 34 dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006
yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang
Administrasi dan Kependudukan maka Majelis Hakim memerintahkan Para
Pemohon agar segera mencatatkan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah ini,
kepada Pegawai Pencatat Nikah/Kantor Urusan Agama yang mewilayahi
tempat kediaman Para Pemohon sekarang;

Menimbang, bahwa dengan sahnya pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il tersebut dan setelah dicatatkan pada kantor Urusan Agama tempat
kediaman Para Pemohon sekarang, maka telah dapat dijadikan bukti
pernikahan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum dan kepentingan lainnya
yang berhubungan dengan keabsahan pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon II;

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk memudahkan pencatatan
perkawinan sesuai dengan maksud Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2006 tetang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2006 tetang Administrasi Kependudukan jo pasal 22
Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018, maka Majelis Hakim
menunjuk Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung Kabupaten Tapanuli
Tengah untuk mencatatkan pernikahan Pemohon | dan Pemohon Il sesuai
dengan domilisinya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan
Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
Tentang Perubahan Pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
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Tentang Pengadilan Agama jo. Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama serta Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 5 tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan
Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan
Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada para Pemohon;
Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2, Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon | (Arif Wicaksono

bin Sulaiman) dengan Pemohon Il (Amel Resderinta Berutu binti

Jimmen Berutu) yang dilaksanakan tanggal 25 Maret 2018 di Taman

Kajang Putra 43000 Kajang, Selangor, Malaysia;

3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan

tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirandorung,

Kabupaten Tapanuli Tengah;

4, Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya

perkara ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 23 November 2021 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Salamat
Nasution,S.H.l.,M.A., sebagai Ketua Majelis, Suryadi, S.Sy.,M.H., dan Zaldaki
Lutfi Zulfikar,S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana
diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh
Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu Sri
Rahmadani,S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para
Pemohon;

Hakim Anggota Ketua Majelis,
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Suryadi, S.Sy.,M.H. Salamat Nasution,S.H.I.,,M.A.,

Hakim Anggota

Zaldaki Lutfi Zulfikar,S.Sy.,

Panitera Pengganti

Sri Rahmadani,S.H.,
Perincian biaya :
- PNBP :Rp 60.000,00

- Proses 'Rp 50.000,00
- Panggilan :Rp 380.000,00
- Meterai :Rp 10.000,00
Jumlah 'Rp 500.000,00

(lima ratus ribu rupiah).
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